Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ekonomi dan Akuntansi
Volume. 1, Nomor. 1, Tahun 2024

E-ISSN .: 3063-4148, P-ISSN .: 3063-413X, Hal 01-13

DOI: https://doi.org/10.62951 /prosemnasieda.v1i1.40
Available Online: https://prosiding.areai.or.id /index.php /PROSEMNASIEdA

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Desa Klambir Lima Kebun
Kecamatan Hamparan Perak

Destari Nurlaila Damanik*!, Teuku Radhifan Syauqi ?, Adik Irma 3
123 Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: 4, JI. Gatot Subroto No.km, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan,
Sumatera Utara 20122
Koresprodensi penulis : destarinurlaila@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 in Klambir
Lima Kebun Village, Hamparan Perak District, which focuses on its impact on Micro, Small, and Medium
Enterprises (MSMESs). PP Number 23 of 2018 regulates the reduction of the Final Income Tax (PPh) rate for
MSMEs from 1% to 0.5% for taxpayers with a turnover of less than IDR 4.8 billion per year. This policy aims to
ease the tax burden, simplify calculations, and improve MSME taxpayer compliance, while encouraging the
growth of new entrepreneurs. This study uses a qualitative descriptive method with data collected through
interviews, observations, and document analysis from MSME actors and village officials. The results of the study
indicate that this tax rate reduction policy provides significant benefits for MSME actors in Klambir Lima Kebun
Village. Business actors feel helped by the lower tax rate, so they can allocate more resources for business
development. However, the level of taxpayer understanding of this regulation still varies. Most MSME actors do
not fully understand the procedures for reporting and paying taxes in accordance with this policy, so they need
further guidance and socialization from the government. This study concludes that the success of implementing
PP Number 23 of 2018 at the village level is highly dependent on educational and mentoring efforts for MSME
actors. This finding provides insight for the government in designing tax policies that are more inclusive and
responsive to the needs of MSMEs.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
di Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, yang berfokus pada dampaknya terhadap pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur penurunan tarif Pajak
Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan omset kurang dari Rp 4,8
miliar per tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak, menyederhanakan perhitungan, dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan wirausaha baru.Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
analisis dokumen dari pelaku UMKM dan aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
penurunan tarif pajak ini memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMKM di Desa Klambir Lima Kebun.
Pelaku usaha merasa terbantu dengan tarif pajak yang lebih ringan, sehingga dapat mengalokasikan lebih banyak
sumber daya untuk pengembangan usaha. Namun, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan ini masih
bervariasi. Sebagian besar pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami tata cara pelaporan dan pembayaran
pajak yang sesuai dengan kebijakan ini, sehingga memerlukan bimbingan dan sosialisasi lebih lanjut dari
pemerintah.Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 di tingkat
desa sangat bergantung pada upaya edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Temuan ini memberikan
wawasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap
kebutuhan UMKM.

Kata Kunci : PP No.23 Tahun 2018, PPh Final 0,5%, UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penghasilan negara. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan, di mana mereka

memberikan kontribusi kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung, dengan tujuan
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utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No.28 Tahun 2007). Kementerian
Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa, selain dari cukai, bea masuk, dan bea keluar,
penerimaan pajak tetap menjadi sumber utama pendapatan negara, berkontribusi sekitar 41,3
persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam perkembangannya, tarif pajak sebesar 1% ternyata dianggap terlalu tinggi oleh
para pelaku UMKM. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat penurunan tarif pajak PPh
Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku untuk UMKM dengan peredaran bruto (omset)
kurang dari Rp 4,8 juta dalam satu tahun. Melalui skema yang tercantum dalam PP Nomor 23
Tahun 2018 ini, UMKM mendapatkan beberapa keuntungan, seperti perhitungan pajak yang
lebih sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif yang lebih rendah untuk mendorong
kemudahan berwirausaha, serta peningkatan kepatuhan. Penerapan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat mendorong munculnya Wajib Pajak baru dari
kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan
penerimaan pajak dari sektor UMKM Kkarena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah daripada

kebijakan sebelumnya.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Tujuan utama metode ini adalah untuk mendalaminya pemahaman
tentang objek penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek
penelitian dalam lingkungan alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Peneliti
berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data yang menggabungkan beberapa
teknik, dan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
pada pemahaman makna daripada generalisasi. Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif
karena memfokuskan pada isu perpajakan yang memerlukan pemahaman yang mendalam
terhadap Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, digunakan Metode Analisis Data Model Interaktif sebagaimana
yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Metode ini terdiri dari empat

tahap utama, yakni Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction),
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Penyajian Data (Display Data), dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion

Drawing/verification).

HASIL PENELITIAN
Implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu memberikan kemudahan dan kesederhanaan serta keadilan bagi pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kemudahan dan Kesederhanaan:

e Penghitungan Pajak: PPh terutang dihitung dengan cara yang mudah dan sederhana,
yaitu 0,5% dari peredaran bruto (omzet).

e Penyetoran Pajak: Pelaku UMKM dapat menyetorkan pajak secara bulanan melalui
bank atau pos persepsi, atau melalui aplikasi online.

e Pelaporan SPT: Pelaku UMKM dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
secara online dengan mudah dan cepat.

Keadilan:

o Tarif Pajak yang Rendah: Tarif PPh 0,5% jauh lebih rendah dibandingkan dengan
tarif PPh Orang Pribadi yang bisa mencapai 30%.

« Sistem Pajak yang Adil: Sistem PPh Final yang diterapkan dengan PP Nomor 23
Tahun 2018 ini dianggap lebih adil bagi UMKM karena tidak perlu menghitung beban-
beban yang tidak terkait dengan penghasilan, seperti biaya gaji pegawai, penyusutan,
dan bunga pinjaman.

Manfaat Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018:

e Meningkatkan kepatuhan pajak UMKM: Kemudahan dan kesederhanaan sistem
perpajakan menendorong lebih banyak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

e« Meningkatkan pendapatan negara: Peningkatan kepatuhan pajak UMKM
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

e« Mendorong pertumbuhan UMKM: Sistem perpajakan yang mudah dan adil
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Sistem E-billing dan E-filling Mempermudah Wajib Pajak UMKM
Selain kemudahan penghitungan PPh Final 0,5% dari peredaran bruto, Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga membawa angin segar bagi pelaku UMKM dalam

3 SEMNASIEdA - Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024



Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 di Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak

hal penyetoran dan pelaporan SPT melalui sistem elektronik billing (e-billing) dan elektronik

filling (e-filling).

E-billing:

e Proses Penyetoran Pajak Lebih Cepat dan Mudah: Wajib Pajak UMKM dapat
menyetorkan PPh Final melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan e-billing.
Hal ini menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan cara konvensional.

e Meminimalisir Kesalahan: E-billing membantu meminimalisir kesalahan dalam
proses penyetoran pajak karena dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan
sistem perpajakan DJP.

E-filling:

e Pelaporan SPT Lebih Mudah dan Cepat: Wajib Pajak UMKM dapat melaporkan
SPT PPh Final secara online melalui e-filling. Hal ini lebih mudah dan cepat
dibandingkan dengan cara konvensional yang harus mengisi formulir SPT secara
manual dan menyerahkannya ke kantor pajak.

o Akses Informasi Pajak Lebih Mudah: E-filling menyediakan akses informasi pajak
bagi Wajib Pajak UMKM, seperti riwayat SPT, status pembayaran pajak, dan peraturan
perpajakan yang terkait.

Upaya KPP Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:

« Sosialisasi dan edukasi: KPP aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada UMKM
tentang ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama terkait dengan PP Nomor 23
Tahun 2018.

e Pelayanan yang mudah dan prima: KPP berkomitmen untuk memberikan pelayanan
yang mudah dan prima kepada Wajib Pajak, termasuk menyediakan layanan online dan
offline yang mudah diakses.

e Pembinaan dan pendampingan: KPP memberikan pembinaan dan pendampingan
kepada UMKM untuk membantu mereka dalam memahami dan melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

e Penegakan hukum: KPP tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum
terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tantangan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak:

o Keterbatasan sumber daya: KPP Pratama Binjai memiliki keterbatasan sumber daya,

baik dari segi SDM maupun anggaran, untuk menjangkau seluruh UMKM di

wilayahnya.
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o Kesadaran pajak yang masih rendah: Kesadaran pajak di kalangan UMKM masih
tergolong rendah, sehingga perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih
intensif.

o Kompleksitas sistem perpajakan: Sistem perpajakan di Indonesia masih tergolong
kompleks, sehingga menyulitkan UMKM dalam memahami dan melaksanakan
kewajiban perpajakannya.

Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Binjai merupakan tugas
yang berat, namun bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Diperlukan kerja sama yang
sinergis antara KPP Pratama Binjai, pemerintah daerah, organisasi pengusaha, dan seluruh
pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, UMKM
dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan bangsa.

Upaya KPP Pratama Binjai Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak UMKM

Meskipun KPP Pratama Binjai telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi
melalui kunjungan, media sosial, SMS broadcast, dan media cetak, masih ada Wajib Pajak
UMKM yang belum mengetahui tentang kebijakan baru PP Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini
menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak UMKM mengenai kebijakan ini.

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan KPP Pratama Binjai untuk meningkatkan
kesadaran Wajib Pajak UMKM:

e Meningkatkan intensitas sosialisasi: KPP Pratama Binjai dapat meningkatkan
intensitas sosialisasi dengan mengadakan lebih banyak kegiatan sosialisasi, seperti
seminar, workshop, dan pelatihan, yang khusus ditujukan bagi Wajib Pajak UMKM.

e Melibatkan berbagai pihak: KPP Pratama Binjai dapat melibatkan berbagai pihak,
seperti organisasi pengusaha, asosiasi UMKM, dan pemerintah daerah, dalam upaya
sosialisasi kepada Wajib Pajak UMKM.

« Memanfaatkan teknologi: KPP Pratama Binjai dapat memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjangkau lebih banyak Wajib Pajak UMKM,
seperti melalui website, aplikasi mobile, dan media sosial.

e Memberikan insentif: KPP Pratama Binjai dapat memberikan insentif, seperti
pengurangan pajak atau kemudahan dalam proses pelaporan, kepada Wajib Pajak
UMKM yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
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e Membentuk tim khusus: KPP Pratama Binjai dapat membentuk tim khusus yang
bertugas untuk menangani Wajib Pajak UMKM, termasuk memberikan edukasi dan

pendampingan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pentingnya Kesadaran Wajib Pajak:

Kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya sangatlah penting. Dengan kepatuhan pajak yang tinggi, UMKM dapat
berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan bangsa.

Manfaat Kesadaran Wajib Pajak Bagi UMKM:

e Meningkatkan kepercayaan investor: Kepatuhan pajak yang baik dapat
meningkatkan kepercayaan investor terhadap UMKM, sehingga memudahkan UMKM
untuk mendapatkan akses permodalan.

e Meningkatkan citra perusahaan: Kepatuhan pajak yang baik dapat meningkatkan
citra perusahaan UMKM di mata masyarakat, sehingga meningkatkan daya saing
UMKM.

o« Memperoleh akses ke program pemerintah: Kepatuhan pajak yang baik dapat
memberikan akses kepada UMKM untuk mengikuti program pemerintah yang
bermanfaat bagi pengembangan usaha.

Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM merupakan tugas bersama yang
memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan berbagai upaya yang dilakukan,
diharapkan Wajib Pajak UMKM semakin memahami tentang kebijakan PP Nomor 23 Tahun
2018 dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Kesadaran Pajak UMKM di Desa Klambir Lima yang Rendah Mengancam
Pertumbuhan Ekonomi Desa

Meskipun pertumbuhan UMKM di Desa Klambir Lima menunjukkan tren positif,
rendahnya kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan yang signifikan. Hal
ini dapat dilihat dari perbandingan yang timpang antara jumlah UMKM di desa dan jumlah
UMKM vyang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Binjai.

Dampak Rendahnya Kesadaran Pajak UMKM:
« Kehilangan pendapatan negara: Pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari

pajak yang seharusnya dibayarkan oleh UMKM.
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Ketidakadilan: UMKM yang patuh membayar pajak dirugikan oleh UMKM yang
tidak patuh.

Terhambatnya pembangunan: Kurangnya pendapatan pajak dapat menghambat
pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa.

Peluang usaha yang tidak optimal: UMKM yang tidak patuh pajak memiliki akses

yang lebih terbatas terhadap program pemerintah dan pembiayaan.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Pajak:

Ketidaktahuan: Banyak pelaku UMKM vyang tidak mengetahui tentang kewajiban
perpajakannya atau tidak memahami sistem perpajakan yang berlaku.

Kesulitan administrasi: Proses pendaftaran dan pelaporan pajak dianggap rumit dan
memakan waktu.

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah: Ada anggapan bahwa pajak digunakan
secara tidak efisien atau tidak tepat sasaran.

Kurangnya edukasi dan sosialisasi: Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
belum melakukan edukasi dan sosialisasi yang cukup tentang pentingnya pajak bagi
UMKM.

Upaya Meningkatkan Kesadaran Pajak UMKM:

Edukasi dan sosialisasi: Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih gencar
kepada pelaku UMKM tentang pentingnya pajak, kewajiban perpajakan, dan sistem
perpajakan yang berlaku.

Penyederhanaan administrasi: Proses pendaftaran dan pelaporan pajak perlu
disederhanakan agar lebih mudah dan tidak memakan waktu.

Peningkatan transparansi: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam
penggunaan dana pajak agar membangun kepercayaan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi: Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat
dipergunakan untuk memudahkan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran
pajak.

Pemberian insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada UMKM yang
patuh membayar pajak, seperti pengurangan pajak atau kemudahan akses perizinan

usaha.

Peran Penting KPP Pratama Binjai:

KPP Pratama Binjai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak UMKM di

Desa Klambir Lima. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Binjai:
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Melakukan pendataan UMKM: KPP Pratama Binjai perlu mendata seluruh UMKM
di Desa Klambir Lima untuk mengetahui jumlah UMKM yang belum terdaftar sebagai
Wayjib Pajak.

Melakukan sosialisasi dan edukasi: KPP Pratama Binjai dapat melakukan sosialisasi
dan edukasi kepada pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan dan sistem
perpajakan yang berlaku.

Membantu proses pendaftaran: KPP Pratama Binjai dapat membantu pelaku UMKM
dalam proses pendaftaran sebagai Wajib Pajak.

Memberikan asistensi: KPP Pratama Binjai dapat memberikan asistensi kepada
pelaku UMKM dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya: KPP Pratama Binjai dapat
bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah desa,
organisasi pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran pajak
UMKM.

Meningkatkan kesadaran pajak UMKM di Desa Klambir Lima merupakan upaya yang

penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan keadilan bagi semua

pihak. KPP Pratama Binjai memiliki peran penting dalam upaya ini dengan melakukan

berbagai langkah strategis dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dampak Positif Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Bagi KPP Pratama Binjai dan Wajib

Pajak UMKM

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan

atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu membawa dampak positif bagi KPP Pratama Binjai dan Wajib Pajak
UMKM, antara lain:

Bagi KPP Pratama Binjai:

Peningkatan pertumbuhan Wajib Pajak: Terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak
UMKM vyang terdaftar di KPP Pratama Binjai.

Peningkatan penerimaan pajak: Penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP
Pratama Binjai mengalami peningkatan.

Efisiensi pemungutan pajak: Sistem pemungutan pajak yang lebih sederhana dan

mudah mengurangi beban administrasi bagi KPP Pratama Binjai.

Bagi Wajib Pajak UMKM:
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Kemudahan dalam menghitung dan membayar pajak: Tarif pajak yang rendah dan
sistem PPh Final yang mudah dipahami memudahkan Wajib Pajak UMKM dalam
menghitung dan membayar pajak.

Penghematan biaya: Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% menghasilkan
penghematan biaya bagi Wajib Pajak UMKM.

Peningkatan modal usaha: Penghematan biaya pajak dapat dikembalikan ke modal
usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan usaha.

Meningkatkan kepatuhan pajak: Kesederhanaan sistem dan kemudahan dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan mendorong meningkatnya kepatuhan pajak di
kalangan Wajib Pajak UMKM.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
Keterlibatan KPP dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa

Klambir Lima :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

tidak hanya melibatkan Wajib Pajak UMKM sebagai subjek pajak, tetapi juga melibatkan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini KPP Pratama Binjai sebagai pihak pengawas.
Peran KPP:

Pelayanan Wajib Pajak: KPP Pratama Binjai tidak hanya bertugas melayani Wajib
Pajak dalam urusan perpajakannya, seperti pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran
pajak, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada Wajib Pajak UMKM
terkait kewajiban perpajakannya.

Pengawasan Pelaksanaan Perpajakan: KPP Pratama Binjai melakukan pengawasan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak UMKM
menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.
Sosialisasi Peraturan Perpajakan: KPP Pratama Binjai aktif mensosialisasikan
peraturan perpajakan, termasuk PP No. 23 Tahun 2018, kepada Wajib Pajak UMKM.
Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, media cetak, dan
kunjungan langsung kepada Wajib Pajak. Tujuannya agar Wajib Pajak UMKM
mengetahui dan memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Manfaat Pengawasan dan Sosialisasi:
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Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan
oleh KPP Pratama Binjai diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meningkatkan Penerimaan Pajak: Kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan
penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peningkatan penerimaan pajak ini dapat
digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Menciptakan Keadilan: Pengawasan dan sosialisasi perpajakan dapat membantu
menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di mana semua Wajib Pajak, termasuk
UMKM, melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Upaya KPP di Desa Klambir Lima:

Pendataan Wajib Pajak: KPP Pratama Binjai perlu melakukan pendataan Wajib
Pajak UMKM di Desa Klambir Lima secara komprehensif untuk mengetahui jumlah
Wajib Pajak UMKM yang belum terdaftar dan potensi pajaknya.

Pembentukan Tim Khusus: KPP Pratama Binjai dapat membentuk tim khusus yang
bertugas untuk menangani Wajib Pajak UMKM, terutama di Desa Klambir Lima. Tim
ini dapat memberikan pelayanan, edukasi, dan pendampingan yang lebih intensif
kepada Wajib Pajak UMKM.

Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan: KPP perlu menjalin kerjasama dengan
berbagai pemangku kepentingan di Desa Klambir Lima, seperti pemerintah desa,
organisasi pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan pajak di kalangan Wajib Pajak UMKM.

KPP memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di

Desa Klambir Lima. Dengan melakukan pengawasan, sosialisasi, dan berbagai upaya lainnya,

KPP diharapkan dapat membantu Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya dengan benar dan tepat waktu. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan

penerimaan pajak dan pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu memiliki beberapa tujuan, yaitu:
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Memberikan kemudahan: Sistem PPh Final yang disederhanakan diharapkan dapat
memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam menghitung dan membayar

pajak.

SEMNASIEdA - Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024



E-ISSN .: 3063-4148, P-ISSN .: 3063-413X, Hal 01-13

Meningkatkan kesederhanaan: Proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi
lebih sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak UMKM.

Menciptakan keadilan: Tarif pajak yang rendah dan sistem PPh Final yang adil
diharapkan dapat menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan bagi Wajib Pajak
UMKM.

Meningkatkan  kontribusi UMKM: Dengan memberikan  kemudahan,
kesederhanaan, dan keadilan, pemerintah berharap Wajib Pajak UMKM akan lebih
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan berkontribusi lebih besar

kepada negara.

Upaya KPP Menanggulangi Hambatan:

KPP melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi
PP No. 23 Tahun 2018 di Desa Klambir Lima, antara lain:

Sosialisasi masif dan rutin: KPP melakukan sosialisasi secara masif dan rutin kepada
Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima tentang PP No. 23 Tahun 2018. Sosialisasi
ini dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan langsung, spanduk, brosur, dan
media sosial.

Pemberian pemahaman: KPP memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM
di Desa Klambir Lima tentang maksud dan tujuan PP No. 23 Tahun 2018, serta
implementasinya pada kegiatan usaha mereka.

Pembinaan dan pendampingan: KPP memberikan pembinaan dan pendampingan
kepada Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima dalam menghitung dan membayar
pajak sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.

Kerjasama dengan pemangku kepentingan: KPP bekerja sama dengan berbagai
pemangku kepentingan di Desa Klambir Lima, seperti pemerintah desa, organisasi
pengusaha, dan asosiasi UMKM, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak
di kalangan Wajib Pajak UMKM.

Dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Penerimaan

Pajak

Dampak Terhadap Penerimaan Pajak:
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Kenaikan (2018-2019). Pada tahun 2018-2019, penerimaan pajak UMKM di KPP
Pratama Binjai mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun
2018 memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan
mendorong lebih banyak Wajib Pajak UMKM untuk mendaftarkan diri.
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e Penurunan (2020-2021): Meskipun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat,
penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Binjai mengalami penurunan selama tahun
2020-2021. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada
penurunan omzet Wajib Pajak UMKM.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

e Perubahan tarif pajak: Penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% pada tahun 2018
dapat memengaruhi penerimaan pajak secara langsung.

« Kontrol, pengawasan, dan sosialisasi: Upaya KPP Pratama Binjai dalam mengontrol,
mengawasi, dan mensosialisasikan PP No. 23 Tahun 2018 terbukti efektif dalam
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

e Penurunan omzet: Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan omzet yang signifikan
bagi banyak Wajib Pajak UMKM, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan
pajak.

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Binjai dan Desa Klambir
Lima telah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator,
yaitu:
e Meningkatnya jumlah Wajib Pajak UMKM baru: Semakin banyak Wajib Pajak
UMKM di Desa Klambir Lima yang mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan PP No. 23 Tahun 2018.
e Meningkatnya kesadaran pajak: Wajib Pajak UMKM di Desa Klambir Lima
semakin memahami tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya.
e Meningkatnya kontribusi pajak: Penerimaan pajak dari sektor UMKM di Desa
Klambir Lima menunjukkan tren peningkatan sejak diberlakukannya PP No. 23 Tahun
2018.
Saran

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi di atas, diharapkan efektivitas
implementasi PP No. 23 Tahun 2018 di KPP dan Desa Klambir Lima dapat lebih ditingkatkan
lagi. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM

dan mendukung pembangunan desa.
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